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Abstract

This research will explain how Robert Mugabe's strategy in dealing with Western
sanctions due to the Fast Track Land Reform Program (FTLRP) policy in 2000-2012. The new
land reform policy has caused controversy and chaos in Zimbabwe, because in its
implementation there have been acts of discrimination and violence against white farmers. The
existence of human rights violations in the implementation of the policy, the United States, the
European Union, and Australia provide economic sanctions against Zimbabwe. Sanctions from
Western countries have a significant impact on the Zimbabwean economy. Using the Alliance
theory and the concept of international cooperation, this research answers how Robert Mugabe's
strategy was carried out when Western countries stopped providing financial assistance to
Zimbabwe.
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A. Pendahuluan

Rhodesia Selatan merupakan suatu
wilayah di Afrika Selatan yang Kkini
merupakan wilayah dari negara Zimbabwe.
Nama tersebut merujuk pada seorang yang
bernama Checil Rhodes, yaitu seorang
yang berasal dari Britania Raya (Inggris)
yang pertama kali datang ke wilayah
Rhodesia dan menjadi pendiri dari koloni
Britania Raya di Afrika (Bradbury &
Malden, 2008). Rhodesia Selatan memang
memiliki kekayaan alam yang berlimpah,
mulai dari barang tambang hingga hasil
pertaniannya. Mineral yang dimiliki oleh
wilayah ini meliputi besi, nikel, platinum,
batu bara, krom, asbes, berlian, dan emas.
Dari seluruh tanah di wilayah Rhodesia,
hampir 60% wilayahnya diselimuti oleh
batuan granit, dan didalamnya terkandung
hampir 90% mineral. Bahkan, produksi
emas bisa mencapai 20 ton per tahun. Hal
tersebut juga menjadi alasan Checil
Rhodes mendirikan Perusahaan Dagang
Inggris-Afrika  pada  tahun 1889
(Hermawan, 2017). Dari sini lah kemudian
adanya pembagian tanah di wilayah
Rhodesia, yang terbagi menjadi Rhodesia
Utara (Zambia) dan Rhodesia Selatan
(Zimbabwe). Tanah-tanah ini pun dikuasai
oleh orang-orang kulit putih yang
membuka lahan pertambangan maupun
pertanian untuk mencari peruntungannya
(Mutasa, 2017).

Selain memanfaatkan sektor
Rhodesia

(Zimbabwe) pun memanfaatkan sektor

pertambangan, Selatan
pertaniannya. Namun, mayoritas lahan-
lahan pertanian dimiliki oleh penduduk
kulit putih. Sedangkan, penduduk pribumi
kulit hitam hanya memiliki sebagian kecil
lahan tanah. Lahan penduduk pribumi pun
bukanlah lahan yang subur, sehingga
membuat penduduk pribumi banyak yang
bekerja pada petani kulit putih yang
memiliki lahan pertanian yang lebih luas
dan subur. Para pendatang kulit putih
tersebut menjadi tuan tanah, dan para
petani pribumi kulit hitam menjadi
pekerja-pekerja  di  tanah  mereka
(Hermawan, 2017). Walaupun dari segi
jumlah golongan kulit hitam merupakan
golongan mayoritas di Rhodesia Selatan
(Zimbabwe), tetapi pemegang pucuk
Rhodesia
(Zimbabwe) adalah golongan kulit putih

pemerintahan  di Selatan
sebagai awal dari adanya praktek politik
Apartheid (Republik Eusosialis Tawon,
2015).

Kesenjangan ini kemudian berlanjut
pada tahun 1910, ketika Uni Afrika
Selatan yang berada di bawah kendali
Inggris membentuk struktur politik di
kawasan  Afrika  Selatan.  Tindakan
diskriminasi pun diimplementasikan sejak
awal dalam struktur politik tersebut,

seperti adanya kepemilikan lahan tanah
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yang timpang antara penduduk kulit putih
dengan penduduk pribumi kulit hitam di
Rhodesia (Zimbabwe).
Kesengsaraan yang dialami oleh penduduk

Selatan

Rhodesia Selatan (Zimbabwe) berlanjut
dan diperparah oleh diberlakukannya Land
Apportionment Act of 1930 yang dibuat
oleh orang-orang kulit putih Inggris.
Undang — undang tersebut menjadi dasar
hukum dalam pemindahan lahan dan juga
memberikan wewenang yang lebih kepada
penduduk kulit putih untuk mengolah lebih
dari 50% dari total sumber daya alam
produktif. Sektor pertanian, industri, dan
manufaktur yang dikuasai oleh penduduk
kulit putih hanya dapat menampung tidak
lebih dari satu dari sepuluh penduduk

pribumi yang ada (Bonarjee, 2013).

Setelah kemerdekaan, nama
Rhodesia Selatan resmi diganti menjadi
Zimbabwe. Negara ini pun memiliki nama
resmi, yaitu Republik Zimbabwe atau
Republic of Zimbabwe yang beribukota di
Harare (Kementrian Luar Negeri Republik
Indonesia, 2018).

tersebut juga menyepakati diadakannya

Dalam konferensi

pemilihan umum, yang telah disetujui
diadakan pada bulan Februari 1980.
Robert  Gabriel

memenangkan pemilu dan diangkat

Mugabe  berhasil
sebagai Perdana Menteri pada 8 Maret
1980 wuntuk masa jabatan 5 tahun
(Meredith, 2007). Mugabe pun sangat

hak-hak
pribumi Zimbabwe agar dapat menikmati

memperjuangkan penduduk
kehidupan yang layak tanpa adanya
perbedaan dengan penduduk kulit putih.
Ini adalah awal dari terbentuknya
kebijakan program Landreform atau
distribusi  lahan, vyaitu pada bulan
September 1980.

dilatarbelakangi oleh

Program ini

ketimpangan
kepemilikan lahan dan sektor pertanian
komersial berskala besar yang lebih
condong dimiliki oleh penduduk kulit
putih.  Sedangkan, sektor pertanian
tradisional kecil dimiliki oleh penduduk
pribumi Zimbabwe (Zikhali, 2008). Oleh
karena itu, Mugabe ingin mengubah
kepemilikan lahan yang dimonopoli oleh
penduduk kulit putih agar bisa berpindah

tangan ke penduduk pribumi dan juga bisa

mendongkrak  penghasilan  penduduk
pribumi (Moyo S. , 2011).
Pada tahun 1987, perubahan

konstitusi dilakukan oleh Robert Mugabe,
yaitu perubahan sistem parlementer
menjadi sistem presidensial yang mulai
berlaku pada 1 Januari 1988 yang juga
menjadikan Mugabe sebagai presiden
eksekutif pertama di Zimbabwe dengan
Joshua Nkomo sebagai wakil presidennya
(Downie, 2011). Setelah Robert Mugabe
mendapat  jabatan sebagai  Presiden
Zimbabwe, ia tetap menjalankan program

Landreform-nya untuk dapat memenuhi
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target yang diinginkan  pemerintah
Zimbabwe. Keberlanjutan dari program ini
diharapkan mampu untuk mendongkrak
pertanian petani pribumi dan juga dapat
membantu meningkatkan perekonomian
petani tersebut. Namun, pada tahun-tahun
berikutnya program Landreform belum
mencapai  target yang  diinginkan
pemerintah.  Untuk  menanggapi  hal

tersebut, pemerintah  Mugabe  pun
membuat suatu perubahan yang dapat
memperbaiki Landreform

(Chitsike, 2003).

program

Robert Mugabe membuat kebijakan
baru  untuk  meningkatkan  proses
Landreform menuju tahap yang lebih
radikal, yaitu Fast Track Landreform
Programme (FTLRP) yang dicanangkan
pada tahun 2000. Kebijakan tersebut
berbicara mengenai pengambilalihan lahan
pertanian kulit putih yang dilakukan secara
paksa tanpa kompensasi apapun. Tanah-
tanah yang diambil alih tersebut akan
dibagikan secara merata kepada petani-
petani penduduk kulit hitam Zimbabwe
untuk digarap dalam rangka menghasilkan
produk pangan lokal berbasis pertanian
lokal. Pengambilan lahan tanah milik
orang-orang kulit putih ini dilakukan oleh
veteran perang, militan ZANU-PF dan
petani kulit hitam. Dalam pelaksanaannya,
program baru ini menggunakan cara

pemaksaan dan kekerasan terhadap

pemilik tanah orang-orang kulit putih.
Tidak hanya orang-orang kulit putih yang
terluka bahkan terbunuh, tetapi orang-
orang kulit hitam yang juga menjadi
korban akibat adanya perlawanan. Kondisi
di Zimbabwe pun mulai tidak kondusif
akibat pemberlakukan program baru
tersebut (Meredith, 2007).

Oleh Kkarena itu, kebijakan Fast
Track Landreform Programme (FTLRP)
ini  dianggap  negara-negara  Barat
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)
karena adanya tindak kejahatan terhadap
hak milik properti orang lain dan praktek
kekerasan ~ melalui  intimidasi  dan
pemukulan terhadap orang-orang kulit
putih. Kebijakan ini pun mendapat protes
keras dari dunia internasional dengan
pemberian sanksi-sanksi yang dijatuhkan
oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan
Australia. Sanksi-sanksi tersebut berupa
penghentian bantuan dana dari
International Monetary Fund (IMF), World
Bank, dan African Development Bank
(ADB) oleh Amerika Serikat pada tahun
2001, penghentian  bantuan  dana
pembangunan dan embargo senjata oleh
Uni Eropa pada tahun 2002, serta
pembatasan transaksi keuangan apapun
dan embargo senjata oleh Australia pada
tahun 2002 (Marongwe, 2004). Negara-
negara Barat tersebut memberikan sanksi

terhadap Zimbabwe agar Robert Mugabe
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sebagai pemimpin negara menghentikan
kebijakan Fast Track Land Reform
(FTLRP)  untuk  dapat

melindungi dan memberikan kesempatan

Programme

bagi orang-orang kulit putih yang tinggal
di Zimbabwe agar tetap aman dan
mendapatkan haknya (Youde, 2013).

Dampak dari sanksi yang dijatuhkan
negara-negara Barat ini menyebabkan
perekonomian Zimbabwe merosot terjun
bebas. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000,
yaitu saat mulai dicanangkannya program
landreform yang baru, perekonomian
Zimbabwe masih relatif aman. Namun,
dari tahun 2000 yang merupakan
pengesahan secara resmi kebijakan Fast
Track Landreform Programme (FTLRP),
ekonomi Zimbabwe mengalami penurunan
yang cukup signifikan, karena kesalahan
dalam pengelolaan lahan pertanian yang
merupakan pendorong ekonomi Zimbabwe.
Penurunan ekonomi yang signifikan ini
juga diperparah oleh dijatuhkannya sanksi-
sanksi oleh negara-negara Barat terhadap
Zimbabwe.  Selama  program  baru
landreform tersebut berlangsung dan
adanya sanksi ekonomi dari Amerika
Serikat, Uni Eropa, dan Australia, sampai
pada tahun 2007, tingkat defisit dan inflasi
di Zimbabwe mencapai yang tertinggi

(African Development Bank Group, 2016).

B. Kerangka Berfikir

1. Teori Aliansi

Aliansi merupakan peran sentral dalam
hubungan internasional karena dipandang
sebagai bagian integral dari tata negara.
Negara-negara yang kuat dan lemah sama-
sama  merasakan  kebutuhan  untuk
membentuk suatu aliansi. Negara lemah
masuk ke dalam aliansi ketika mereka
membutuhkan  perlindungan  terhadap
negara kuat dengan tujuan untuk
mempertahankan diri. Sedangkan, negara-
negara kuat masuk ke dalam aliansi untuk
melawan negara-negara kuat lainnya
dengan tujuan untuk menjaga
keseimbangan kekuasaan (Dwidevi, 2012).
Aliansi biasanya dimaknai hanya sebagai
aliansi militer, aliansi keamanan, dan
aliansi  pertahanan.  Namun, dalam
perkembangannya, Aliansi tidak hanya
dimaknai sebagai aliansi yang bersifat
militer atau keamanan atau pertahanan saja,
tetapi aliansi juga ada yang bersifat
ekonomi, seperti aliansi perdagangan

(Davie, 2017). Menurut George Liska,

“Aliansi dilakukan oleh suatu negara

karena untuk  mengurangi  dampak
kekuatan antagonis yang dianggap sebagali
tekanan  yang  dapat  mengancam
independensi suatu negara dan untuk
saling melengkapi kemampuan masing-

masing”.
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Goerge Liska juga menyatakan dalam
terminologi ekonomi, aliansi bertujuan
untuk memaksimalkan keuntungan dan
berbagi kewajiban. Keputusan untuk
menyelaraskan, dalam bentuk apa, dan
dengan  siapa atau  tidak  untuk
menyelaraskan, sebagai bagian dari
kebijakan yang sengaja dibuat dengan
mengacu pada kepentingan nasional suatu
negara (Dwidevi, 2012). Menurut Peter
Evans, proses terwujudnya sebuah aliansi
adalah adanya kebutuhan dari dua atau
lebih aktor karena adanya ancaman dari
negara lain, sehingga membutuhkan
perlindungan dari negara lain. Dalam teori
aliansi, semua negara anggota
mendapatkan jaminan keamanan dari aktor
yang dominan dalam keanggotaan aliansi
tersebut (Subagyo, 2016). Adapun alasan
untuk beraliansi, menurut Nye, selain
dibangun atas alasan militer, juga
dibangun atas alasan non militer. Dua hal
yang paling utama adalah dengan alasan
persamaan ideologi dan ekonomi (Griffiths
M. T., 2002). Merujuk pada persamaan
ideologi dan latar belakang sejarah, serta
ekonomi, ada pembagian wilayah negara
yang ada di dunia, yaitu “West” dan
“East”. Menurut Michael Michelini, pada
gambar 1.2, Western Country mengacu
pada Amerika Utara dan Selatan, Eropa,
Australia dan Selandia Baru. Sedangkan,

pada gambar 1.3, Eastern Country terdiri

dari negara-negara di Asia termasuk juga
Timur Tengah (Michelini, 2019).

Dalam kasus penelitian skripsi ini,
karena negara-negara Barat (Amerika
Serikat, Uni Eropa, dan Australia)
memberikan sanksi terhadap Zimbabwe,
sangat tidak mungkin untuk Zimbabwe
beraliansi dengan negara-negara Barat
tersebut. Sehingga, pilihan alternatifnya
adalah  Robert  Mugabe  berusaha
melakukan aliansi dengan Eastern Country
atau  negara-negara  Timur,  seperti
Indonesia, India, Iran, dan Cina yang
dimuat dalam kebijakan Look East. Robert
Mugabe merasa terancam dengan adanya
sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa,
dan Australia akibat diberlakukannya
kebijakan Fast Track Land Reform
Programme di  Zimbabwe. Mugabe
beraliansi dengan negara-negara Timur
(Eastern  Country), dengan tujuan
membantu negara Zimbabwe bertahan
dalam menghadapi dampak dari sanksi
Western Country atau negara-negara Barat
di berbagai bidang, seperti dalam bidang
keamanan dan pertahanan, serta ekonomi.
Dengan adanya aliansi ini, diharapkan
mampu membantu  Zimbabwe dalam
mempertahankan kekuatan negaranya dari

ancaman negara-negara Barat.

2. Konsep Kerjasama Internasional
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Asas utama negara  melakukan
kerjasama internasional adalah guna
memenuhi kebutuhan kepentingan
nasionalnya yang tidak dapat dipenuhi
Definisi

secara  mandiri. kerjasama

internasional menurut Coplin dan Marbun,

“Kerjasama yang awalnya terbentuk
dari satu alasan dimana negara ingin
melakukan interaksi rutin yang baru dan
akan lebih baik bagi tujuan bersama.
Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas
pemecahan masalah secara kolektif, yang
berlangsung baik secara bilateral maupun

multilateral” (Coplin, 1992).

Kerjasama internasional itu sendiri
diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan negara- negara yang terlibat
di dalamnya. Pada dasarnya semua negara
menginginkan keuntungan timbal balik
yang optimal demi  Kkesejahteraan
rakyatnya. Karena itu, dalam
pelaksanaannya akan ada saling tukar
menukar barang dan jasa, memperluas
penggunaan  teknologi, atau dalam
pengelolaan sumber daya alam, seperti
yang dilakukan Robert Mugabe dengan
melakukan kerjasama internasional dengan
negara-negara  Timur  untuk  dapat
menanggulangi  krisis ekonomi  yang
semakin  kompleks akibat kebijakan
Landreform-nya yang di kecam oleh

negara-negara Barat.

Pada tahun 2003, Presiden Mugabe
menerapkan kebijakan Look East, yang
dimaksudkan untuk meningkatkan jalinan
kerjasama investasi dengan negara- negara
Timur. Di saat negara-negara Barat dan
institusi  finansial internasional, seperti
Intenational Monetary Fund (IMF) dan
World Bank menolak untuk memberikan
pinjaman ataupun kerjasama ekonomi
dengan Zimbabwe, Mugabe
merealisasikan  kebijakan Look East
tersebut dengan melakukan kerjasama
internasional dengan Eastern Country,
yaitu Indonesia, India, Iran, dan Cina.
Kerjasama tersebut mencakup bidang
ekonomi maupun militer. Kerjasama ini
diharapkan oleh Robert Mugabe dapat
membuktikan bahwa Zimbabwe bisa
bertahan tanpa ketergantungan dengan

negara-negara Barat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
analisa kualitatif, dimana penulis mencoba
menggambarkan dan menjelaskan bagaimana
strategi Robert Mugabe menghadapi sanksi
Barat akibat kebijakan Fast Track Land
Reform Programme pada tahun 2000-2012.
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah library
research dengan memanfaatkan data-data
sekunder yang dikumpulkan datanya dari
perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media

cetak, media elektronik dan wibsite.
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D. Hasil Penelitian

A. Dasar diambilnya Kebijakan
Look East di Zimbabwe

Fenomena yang menarik terjadi di
benua Afrika saat memasuki abad ke-21
yang diwarnai dengan kehadiran negara-
negara Asia Timur yang semakin intens
dan terlihat giat beraspirasi dalam rivalitas.
Tak terkecuali juga dengan negara
Zimbabwe yang ikut serta menarik negara-
negara Asia Timur untuk bisa berinvestasi
lebih di negaranya, mengingat diadopsinya
kebijakan Look East. Adanya
permasalahan ~ yang  kompleks  di
Zimbabwe, membuat Robert Mugabe
sebagai orang yang paling berkuasa
berinisiatif untuk menggunakan kebijakan
tersebut untuk membantu perekonomian
Zimbabwe yang pada saat itu mengalami
krisis ekonomi, akibat dijatuhkannya
sanksi oleh negara-negara Barat. Tujuan
negara-negara Barat memberikan sanksi
terhadap Zimbabwe sendiri, agar Robert
Mugabe sebagai pemimpin  negara
menghentikan kebijakan Fast Track Land
Reform Programme (FTLRP) untuk dapat
melindungi dan memberikan kesempatan
bagi orang-orang kulit putih yang tinggal
di Zimbabwe agar tetap aman dan
mendapatkan hak propertinya secara adil
tanpa adanya tindak kekerasan (Youde,
2013). Namun,

mengabaikannya dan tidak gemetar dalam

pemerintah  Mugabe

menghadapi sanksi Barat tersebut. Alih-
alih  menganggapnya sebagai tanda
perlunya reformasi ulang terhadap
kebijakan landreform yang baru, Robert
Mugabe dan ZANU-PF justru menafsirkan
sanksi tersebut sebagai bukti bahwa
negara-negara Barat berusaha untuk
merekolonisasi Zimbabwe dan negara-
negara berkembang (Fathiraini, 2015).
Sanksi yang diberikan oleh Barat bukan
merupakan alat untuk mempromosikan
pemerintahan yang baik, tetapi lebih
kepada strategi yang disengaja untuk
melemahkan negara Zimbabwe, sehingga
Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat

mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Kebijakan Look East Zimbabwe
didasarkan pada keyakinan, bahwa lebih
baik untuk menemukan kelompok sekutu
baru yang akan terlibat dengan Zimbabwe
tanpa khawatir tentang politik dalam
negerinya, daripada mencoba menjilat
dengan negara-negara Yyang berusaha
hanya untuk  melemahkan  negara
Zimbabwe. Presiden Mugabe pernah
mengatakan, bahwa “Kami telah berbelok
ke timur di mana matahari terbit, dan
memberikan punggung kami di Barat
tempat matahari terbenam (Mdlongwa,
2015).  Kementerian  Luar  Negeri
Zimbabwe sendiri sebenarnya tidak pernah
merilis dokumen resmi yang menguraikan

prinsip-prinsip kebijakan Look East, tetapi
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tekanan dasarnya jelas dalam pernyataan
pemerintah dan pola perjalanan
internasional para pejabat Zimbabwe.
Dalam menerapkan kebijakan tersebut,
pemerintah mengembangkan hubungan
yang lebih dekat dengan negara-negara
kawasan Asia Timur, seperti Cina,

Indonesia, Iran, dan India (Youde, 2013).

Kebijakan Look East yang diluncurkan
pada tahun 2003 ini merupakan sebuah
upaya dari Robert Mugabe sebagai
Presiden untuk menghadapi sanksi-sanksi
yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat,
Inggris, Uni Eropa, dan Australia. Sanksi
Barat yang didukung oleh partai oposisi
Movement Democratic Change (MDC)
telah memukul negara Zimbabwe dengan
keras yang mengakibatkan kekurangan
mata uang asing yang diperlukan untuk
mengimpor bahan baku untuk manufaktur
dan agroindustri di dalam negeri. Mugabe
pun berusaha memanfaatkan kebangkitan
kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur
yang memiliki modal finansial dan
keahlian teknis yang diperlukan untuk
menggantikan  investasi Barat yang
menyusut ke Zimbabwe. Kebijakan Look
East ini memiliki tujuan agar Zimbabwe
tidak ketergantungan dengan negara-
negara Barat, terutama dalam hal ekonomi.
Robert Mugabe mengatakan bahwa
kebijakan pemerintahannya, yaitu "Lihat

Timur" atau Look East adalah langkah

yang efektif untuk melawan sanksi yang
dijatuhkan  negara-negara Barat dan
memberdayakan warga Zimbabwe sendiri.
Kebijakan ini

dianggap mampu

memberdayakan masyarakat, jika
dibandingkan dengan kebijakan Barat
dalam mendanai proyek vyang tidak
memberdayakan masyarakat di tingkat

lokal (Oxford Analytica, 2007).

Zimbabwe sendiri telah memperkuat
hubungan ekonominya dengan beberapa
negara Timur, seperti Cina, India,
Indonesia, dan Iran. Mugabe menyatakan
keyakinannya bahwa ekonomi Zimbabwe
akan segera pulih ketika kebijakan Look
East mulai berbuah. Alasan mengapa perlu
beberapa saat bagi ekonomi untuk pulih
berutang banyak pada cara ekonomi
Zimbabwe telah selaras dengan ekonomi
Barat. Sejak Zimbabwe memulai kebijakan
Look East telah ada banyak kegiatan
sebagai pelaku bisnis dari negara-negara
Asia, terutama dari negara Cina yang
berusaha untuk berinvestasi di Zimbabwe
dengan mencari  kesepakatan  yang
menguntungkan di sektor listrik dan
pertambangan, serta dalam  bidang
perdagangan. Mugabe mengatakan bahwa
Zimbabwe belajar banyak dari negara-
negara Timur, seperti Indonesia di mana
negara  tersebut telah  menerapkan

kebijakan Usaha Kecil dan Menengah
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yang disengaja yang mengarah pada

pertumbuhan ekonominya.

Ada lima tujuan Zimbabwe
menerapkan kebijakan Look East: (Youde,

2007).

» Dekolonisasi dan  pembebasan
Afrika; kedaulatan dan kesetaraan antar

negara-negara di dunia,

» Pembangunan ekonomi di negara

dunia ketiga,
» Memerangi Apartheid dan
memanfaatkan  sosialisme,  sekaligus

kapitalisme, dan

« Kedaulatan negara; prinsipnya,
suatu negara tak boleh mencampuri urusan

negara lain.

Embargo perjalanan dan pembekuan
aset dapat membuat pejabat terkemuka di
partai politik Front Persatuan Patriotik
Nasional Zimbabwe (ZANU-PF) Mugabe
tidak  mengunjungi  Belanda  atau
melakukan bisnis di Amerika Serikat,
tetapi itu bukan satu-satunya jalan untuk
keterlibatan diplomatik di Dunia. Mugabe
dan sekutunya telah menumbuhkan aliansi
diplomatik alternatif dengan menghadirkan
Zimbabwe sebagai korban
neokolonialisme Barat dan eksploitasi
ekonomi. Kepemimpinan telah
mengembangkan jaringan dukungan yang

memungkinkannya untuk terlibat dengan

seluruh dunia. Pada saat yang sama,
Mugabe telah menawarkan
pengalamannya sebagai kisah peringatan
kepada sekutu-sekutunya: pengalaman
Zimbabwe dengan Barat adalah simbol
dari keinginan yang terakhir untuk
mengkolonisasi  seluruh  dunia, dan

Mugabe adalah  benteng  melawan
eksploitasi semacam itu; karena itu,
mendukung Zimbabwe sama dengan
menolak eksploitasi dan neokolonialisme
Barat. Pendekatan ini dimasukkan ke
dalam tema kebijakan luar negeri umum
Zimbabwe, yang menekankan pada
pemberdayaan dan kedaulatan Afrika,
sementara juga memberikan dorongan
tambahan bagi negara-negara non-Barat
untuk bersekutu dengan Zimbabwe.
Digabungkan, berbagai elemen
membentuk dasar dari kebijakan "Lihat
Timur" Zimbabwe, yang telah digunakan
untuk melawan label pariah dengan
menciptakan tempat baru di mana untuk
menggunakan pengaruh kebijakan luar
negerinya. Melalui kebijakan Look East,
Mugabe pada dasarnya memanfaatkan
pusat-pusat ~ kekuatan  baru  dalam
komunitas global. Alih-alih terisolasi dan
dijauhi, Zimbabwe telah menciptakan jalur
diplomatik paralel yang sebagian besar
mengabaikan tuntutan Barat (Youde,

2013).
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B. Realisasi dari Kebijakan Look
East

1.  Hubungan Bilateral

Zimbabwe-Indonesia

Hubungan diplomatik antara
Indonesia dan Zimbabwe telah dimulai
sejak dibukanya Kedutaan Besar Republik
Indonesia yang berkedudukan di ibu kota
Zimbabwe, Harare pada 14 Agustus 1986.
Meskipun memang hubungan diplomatik
antara Indonesia dan Zimbabwe telah
terjalin  selama 29 tahun lamanya,
Pemerintah ~ Zimbabwe sendiri  baru
membuka kedutaannya di Indonesia pada
bulan Oktober 2004. Hal tersebut baru
dilakukan karena memang baru
diterapkannya kebijakan Look East dalam
politik luar negeri Zimbabwe akibat dari
dampak dari adanya sanksi ekonomi yang
berlakukan oleh Amerika Serikat, Uni

Eropa, dan Australia.

Hubungan Zimbabwe dengan Indonesia
semakin terjalin baik dikarenakan kedua
negara ini memiliki kesamaan pandangan
dalam berbagai forum sub regional,
regional dan internasional. Dukungan
Zimbabwe terhadap Indonesia dalam
forum internasional terlihat  ketika
pencalonan Indonesia sebagai anggota
tidak tetap DK PBB periode 2007-2008.
Begitupun sebaliknya dengan dukungan
Indonesia kepada Zimbabwe dalam

Komite Tiga Sidang Umum ke-59 Majelis

Umum PBB. Hubungan politik antara
kedua negara terjalin dengan baik dengan
adanya kerjasama dalam berbagai bidang
dan adanya upaya saling dukung dalam
berbagai fora internasional (Embassy of
the Republic of Indonesia in Harare, 2018).
Selain kunjungan yang bersifat bilateral,
Zimbabwe juga sering mengunjungi
Indonesia  untuk  mengikuti ~ forum
internasional, seperti Gerakan Non Blok
(GNB). Robert Mugabe sebelumnya
pernah datang ke Indonesia pada tahun
1992 untuk menghadiri KTT Non-Blok ke
10. Kemudian, pada tanggal 23 Februari
2003, Robert Mugabe bertemu dengan
Presiden Megawati Soekarnoputri di Kuala
Lumpur,
revitalisasi GNB (HM Soeharto, 1991).

Malaysia untuk membahas

Dalam bidang perdagangan, Zimbabwe
dan Indonesia sependapat bahwa volume
perdagangan  relatif  lebih  sedikit
Produk

perdagangan umumnya dikirim melalui

menguntungkan  Zimbabwe.
pelabuhan Durban di Afrika Selatan atau
pelabuhan Beira di Mozambik. Potensi
produk Indonesia yang dapat memasuki
pasaran Zimbabwe, yaitu kerajinan tangan,
produk kulit, kertas, alat tulis kantor,
peralatan medis, produk tekstil, barang
elektronik, produk karet, plastik, mesin
pengemasan, generator, kompor gas, bahan
kimia, obat-obatan, barang pecah belah,

alat-alat pertanian, alat tulis kantor dan
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bermotor
Republik

Indonesia, 2018). Zimbabwe sendiri sangat

suku cadang  kendaraan

(Kementrian  Luar  Negeri
mengharapkan pengusaha-pengusaha
Indonesia mau menanamkan modal di
negaranya. Terlihat pada tahun 2012,
ekspor Zimbabwe ke negara Indonesia
pernah mencapai $46 juta. Hal inilah yang
membuat Zimbabwe merasa ada potensi
yang sangat besar yang  dapat
dimanfaatkan dalam perdagangan antara
Zimbabwe dan Indonesia (The Jakarta Post,
2014).

Berikut kerjasama yang dilakukan oleh
Zimbabwe dan Indionesia dari tahun 2006-
2013:

. Letter of Intent (Lol) between the
State Ministry of Women Empowerment
of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Women Affairs, Gender and
Community Development of the Republic
of Zimbabwe Concerning the
Establishment of Women's Affairs
Cooperation, yang ditandatangani pada
tanggal 29 Agustus 2006 di Harare

Zimbabwe.

. Memorandum of Understanding
(MoU) between the State Ministry for
Women Empowerment of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Women
Affairs,

Development of the

Gender and  Community

Republic  of

Zimbabwe concerning Women's Affairs
Cooperation, yang ditandatangani pada
tanggal 28 Mei 2007 di Jakarta, Indonesia.

. MoU
Understanding/ Nota Kesepahaman) on

(Memorandum of

Agriculture Co-operation, ditandatangani
pada tanggal 11 Maret 2011 di Bali

. MoU mengenai kerjasama antara
Institut  Sepuluh  November Surabaya
dengan  University of  Zimbabwe,

ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2012

. MoU mengenai kerjasama antara
Institut  Sepuluh  November Surabaya
dengan Harare Institute of Technology,

ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2012.

2. Hubungan Kerjasama

Zimbabawe-India

Zimbabwe memiliki sejarah
panjang mengenai hubungan akrab dan
ramah dengan India. India juga pernah
sangat mendukung perjuangan
kemerdekaan di Zimbabwe. Zimbabwe
pun tertarik pada investasi dengan India
dalam bidang energi, kereta api, kesehatan
dan sektor lainnya. Zimbabwe memandang
India sebagai negara adikuasa yang baru
muncul, yang dari pengalaman
perkembangannya mereka banyak belajar,
dan satu yang berpotensi memberikan
batas kredit dan berinvestasi dalam

pembangunan Zimbabwe (Mea.Gov, 2013).
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India mulai terlibat kerjasama dengan
Zimbabwe dalam bidang perdagangan.
Perdagangan antara dua negara tersebut
bahkan pernah mencapai $40 juta. Ekspor
India ke Zimbabwe difokuskan pada tekstil,
obat-obatan dan obat-obatan, mesin dan
peralatan transportasi dan telekomunikasi
dan informasi. India juga membuka jalur
kredit ke negara-negara Afrika, termask
Zimbabwe yang menjadi  penerima
manfaat utama. Selain investasi, India
telah berusaha untuk bekerja sama dengan
Zimbabwe atas dasar kemanusiaan.
Selama kekeringan parah pada tahun 2003,
India menyumbang 50.000 ton beras ke
Zimbabwe. Ini  menunjukkan bahwa
hubungan keduanya negara tidak hanya
bersifat teknis tetapi juga sosial baik
(Nyemba, Zungura, & Mhandara, 2013).
India memberikan bantuan 50.000 ton
beras pada tahun 2003 ketika Zimbabwe
mengalami kekeringan hebat. Bantuan
serupa lainnya dari 500 ton beras diberikan
pada 23 Maret 2015. India memberikan $5
juta untuk mempromosikan UKM (Pusat
Teknologi India-Zimbabwe) di Zimbabwe,
sebuah proyek yang diresmikan oleh
Presiden Robert Mugabe pada 4 Agustus

2008 (Embassy of India, 2019).

Kunjungan menteri dari Zimbabwe
ke India telah berlangsung secara rutin
sejak tahun 2006, dimulai dengan
kunjungan delegasi tingkat tinggi yang

dipimpin oleh H.E. Obert Mpofu, Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
Internasional India untuk Pertemuan
Tingkat Menteri Common Market for
Eastern and Southern Africa (COMESA)
di New Delhi pada 5-6 Oktober 2006 dan
melakukan  sidang tertutup  tentang
Kemitraan Proyek India-Afrika pada 9-11
Oktober 2006. Selain itu, pada bulan April
2008, Zimbabwe telah menyerahkan
rancangan Air Services Agreement atau
Perjanjian ~ Layanan  Udara  antara
Zimbabwe dan India. Kedua belah pihak
pun akhirnya menyetujui rancangan
tersebut dan Air Services Agreement
sudah  siap  untuk  ditandatangani.
Memorandum of Understanding (MoU)

tentang Sains dan Teknologi juga telah

disampaikan kepada Pemerintah
Zimbabwe (Mea.Gov, 2013).
3. Hubungan Kerjasama

Zimbabwe-Iran

Selama akhir tahun 2000-an,
Robert Mugabe memprakarsai inisiatif
diplomatik yang dikenal sebagai kebijakan
Look East. Dia

memperkuat hubungan dengan negara-

berusaha  untuk

negara Asia dan Timur Tengah, termasuk
Iran (Reuters, 2009). Zimbabwe dan Iran
telah mengembangkan hubungan ekonomi
dan politik bilateralnya. Pada tahun 2005,
kedua negara tersebut menandatangani

beberapa perjanjian kerja sama yang
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mencakup ikatan politik dan hubungan
ekonomi di bidang teknologi dan
(Farrar-Wellman,  2010).

Penguatan hubungan ekonomi antara

infrastruktur

Harare dan Teheran berlanjut sampai tahun
2006, ketika Robert Mugabe kembali ke
Iran dan menandatangani enam perjanjian
Mahmoud
Ahmadinejad. Perjanjian-perjanjian  ini

dengan Presiden Iran,

mengklarifikasi kerja sama tingkat tinggi
antara kedua negara di bidang pertanian,
industri minyak, pendidikan, dan bantuan
(Xinhua,
president back home from fruitful visit to

kemanusiaan Zimbabwe
Iran:report, 2006). Zimbabwe dan Iran
juga mengkonfirmasi niat mereka untuk
meningkatkan kerja sama di sektor swasta
mereka dan memfasilitasi perdagangan

antara kedua negara (Xinhua, 2006).

Kurangnya sumber energi domestik
dan kemampuan penyulingan minyak
memiliki efek besar pada kebijakan
ekonomi Zimbabwe pada tahun 2000-an.
Karena kekurangan mata uang asing,
Zimbabwe tidak dapat mengimpor bahan-
bahan yang penting untuk
mempertahankan pasokan bahan bakar
yang stabil di tahun 2006. Pada tahun
tersebut, Iran berjanji untuk mengirim
teknisi bahan bakar ke Zimbabwe untuk
menyelidiki kemungkinan pembenahan
satu-satunya kilang minyak negara itu,

yaitu sebuah fasilitas yang awalnya

dibangun untuk memurnikan minyak
mentah Iran. Menteri Energi Zimbabwe,
Mike Nyambuya, mengatakan Iran

membuat  sejumlah  proposal  untuk
memenuhi kebutuhan Zimbabwe dalam
bahan bakar dan produk minyak (Payvand,

2006).

Selain kerjsama dalam hal militer
dan konomi, kepentingan budaya dan
bantuan  kemanusiaan  terdiri  dari

komponen penting dari  hubungan
Zimbabwe-Iran. Pada bulan November
2006, Mugabe dan

mengeluarkan sebuah komunike bersama

Ahmadinejad

yang ditandatangani setelah pertemuan
Komisi Gabungan Kelima di mana kedua
negara menekankan tujuan mereka untuk
memperluas kerja sama politik, ekonomi,
dan budaya dan mengembangkan posisi
terpadu  mengenai masalah-masalah
kepentingan bersama (Xinhua, 2006).
Kemudian pada tahun yang sama, Mugabe
juga berpartisipasi dalam pembicaraan
Mahmoud

Ahmadinejad di Teheran, Iran. Mugabe

dengan  Presiden  lIran,

menjanjikan dukungannya untuk Iran dan
mengecam intervensi Barat dalam urusan
Iran, dengan mengatakan bahwa ‘“Negara-
negara Non Blok harus melakukan
perlawanan untuk menghadapi orang-
orang jahat ini dan sistem jahat mereka,"
kata Mugabe. "Negara-negara Yyang

berpikiran sama harus berkumpul dan
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menyusun mekanisme untuk membela diri
kita sendiri" (Fox News, 2006).

Pada bulan September 2007,

Mugabe bertemu dengan  Presiden
Ahmadinejad di luar Majelis Umum PBB
untuk  membahas pendapat bersama
mereka bahwa negara-negara berkembang
bersatu melawan ‘“dominasi Barat” dan
neokolonialisme Amerika Serikat dan
Inggris.  Presiden Iran  menyatakan
penghargaan atas partisipasi Zimbabwe
dalam sesi menteri Gerakan Non-Blok
tentang hak asasi manusia yang diadakan
di Teheran pada tahun yang sama (VOA,
2007). Zimbabwe dan Iran datang bersama
akhir minggu itu untuk mengumumkan
"koalisi perdamaian” kolaboratif mereka
tentang rezim dari Presiden Amerika
Serikat, George W. Bush. Presiden
Mugabe dan Ahmadinejad membahas
gagasan itu diperlukan untuk
memunculkan koalisi perdamaian sebagai
tanggapan terhadap agresi pengganggu
global (AFP, 2007). Pada Desember 2007,
Iran membuka perpustakaan di pusat
kebudayaannya di Harare sebagai isyarat
kerjasama budaya. Duta Besar Iran untuk
Zimbabwe, Rasoul Momeni memuji
pembukaan perpustakaan, "Saya berharap
pertukaran budaya antara kedua negara
akan dikonsolidasikan lebih lanjut dan
kesulitan

keduanya akan mengatasi

mereka di bawah naungan kerja sama

mereka. Kami juga ingin menarik
perhatian pembaca yang tertarik terhadap
buku-buku tentang budaya dan adat
istiadat Iran untuk membiasakan rakyat
Zimbabwe dan melalui ini membangun
jembatan di jalan peningkatan hubungan
antara kedua negara” (Fars News Agency,

2007).

Zimbabwe  dan Iran  juga
menandatangani perjanjian usaha patungan
untuk memproduksi traktor di negara
Afrika pada Maret 2008. Menurut
perjanjian itu, perusahaan penanaman
modal asing Iran akan mengendalikan 55%
dari usaha itu. Sedangkan, Perusahaan
Pengembangan Industri Zimbabwe
mempertahankan keseimbangan. Target
produksi adalah 5.000 traktor per tahun
dengan harapan bahwa produk tersebut
akan berkembang ke pasar regional di
tahun-tahun mendatang. Komponen akan
diimpor dari Iran dan kemudian digantikan
oleh komponen domestik Zimbabwe. Iran
menginvestasikan ~ $4  juta  dalam
kesepakatan itu (Ligne, 2008). Memasuki
tahun 2009 di bawah bobot kehancuran
ekonomi hampir total dan sanksi ekonomi.
Presiden Mugabe mencari  bantuan
ekonomi dari beberapa negara, termasuk
Iran. Kedua negara menandatangani nota
kesepahaman untuk merenovasi kilang
minyak Zimbabwe dan menawarkan

pasokan bahan bakar jangka panjang
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dengan  imbalan  memberikan  hak
penambangan eksklusif mineral strategis
di negara Afrika (Mushekwe, 2009).
Selain itu, Zimbabwe mengizinkan Iran
untuk membangun pembangkit listrik gas

di dalam perbatasannya.

Pada Januari 2010, Mohammad
Assadi, Kepala Pusat Kebudayaan
Kedutaan Besar Iran di Zimbabwe,
menyatakan keprihatinan Iran atas sanksi
yang dijatuhkan pada Zimbabwe oleh
Inggris dan sekutunya (New Zimbabwe,
2009). Pada bulan yang sama, wakil duta
besar Iran untuk Zimbabwe, Javad
Dehghan, mengumumkan niat Republik
Islam tersebut untuk menawarkan bantuan
kemanusiaan ke  Zimbabwe. Iran
menyumbangkan penghambat makanan
yang terdiri dari minyak goreng, makanan
dan garam, dan wuang tunai untuk
mengamankan 250 kg benih jagung untuk
proyek Zunde Ramambo di bawah
pimpinan Mashayamombe sebagai bagian
dari upayanya untuk membantu anggota
masyarakat yang kurang beruntung.
Zimbabwe juga menerima bantuan dari
Iran dalam mekanisasi sektor pertanian,
memperbarui peralatan Zimbabwe
Broadcasting Holdings, dan saat ini sedang
mendiskusikan kemitraan dalam pariwisata
dan sektor ekonomi lainnya (The Herald,

2010).

Pada  Januari 2010, Iran
mengumumkan niatnya untuk menawarkan
bantuan kemanusiaan ke Zimbabwe untuk
menunjukkan komitmen Teheran untuk
memperluas wilayah kerja sama. Wakil
duta besar Iran untuk Zimbabwe, Javad
Dehghan menetapkan bahwa Iran akan
menyediakan 80 kursi roda, 25 kotak tablet
pelengkap vitamin, peralatan bersalin, dan
makanan ke sembilan klinik untuk warga
Zimbabwe yang cacat. Kedutaan Iran juga
menyumbangkan dana untuk Proyek
Zunde Ramambo milik Kepala
Mashayamombe untuk pembelian 250
kilogram benih jagung. Proyek ini
merupakan bagian dari upaya memberi
Dehghan

menyatakan bahwa upaya kemanusiaan

makan orang miskin.
berkontribusi pada, “Memperkuat
hubungan persaudaraan antara negara-
negara kita, kami juga telah memberikan
sumbangan kepada beberapa konstituensi
di Zimbabwe dan sumbangan ini hari ini
adalah demonstrasi lebih lanjut dari
solidaritas antara negara-negara kita"
(Xinhua, 2010).

4. Hubungan Bilateral antara

Zimbabawe-Cina

Jejak kedekatan hubungan antara
Zimbabwe dengan Cina sebenarnya sudah
berlangsung  sejak  tahun  1970-an.
Hubungan bilateral Zimbabwe-Cina telah

berkembang selama bertahun-tahun yang
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meliputi sektor-sektor ekonomi dan politik
yang diprioritaskan untuk mendukung
pembangunan negara. Namun, pada tahun
2000-an hubungan antar kedua negara
mengalami peningkatan yang signifikan.
Terutama saat kebijakan Look East
diterapkan oleh Robert Mugabe, yang
menjadi tanda komitmen kedua negara
untuk saling mendukung (Ojakorotu &
Kamidza, 2018). Kunjungan kenegaraan
pun sering dilakukan oleh kedua negara.
Hubungan Zimbabwe dan Cina memiliki
setidaknya tiga pilar, yaitu hubungan
strategis dan diplomatik, hubungan
ekonomi, dan hubungan sosial dan budaya.
Hubungan Zimbabwe-Cina hanya fokus
pada dukungan politik, tidak campur
tangan dalam urusan negaradan penjualan
senjata (Chun, 2014). Salah satu alasan
kuat mengapa Zimbabwe lebih tertarik
dengan negara Cina, karena Cina
menganut prinsip "bisnis adalah bisnis".
Cina tidak suka ikut campur dengan
urusan politik negara lain. Hal tersebut
merupakan satu hal yang sangat
diharapkan oleh Zimbabwe. Sikap Cina ini
sangat berbeda dengan Amerika Serikat
yang meminta Syarat-Syarat, seperti
demokrasi dan penegakan HAM sebelum
memberikan bantuan (Debora, 2017).
Selain itu menurut Zimbabwe, Cina
merupakan negara yang dikenal memiliki

pengaruh besar di Asia.

Realisasi kebijakan Look East
dengan negara Cina berjalan dengan
adanya Forum on China Africa
Cooperation (FOCAC). Forum ini telah
memperkuat perdagangan dan investasi
bilateral antara Zimbabwe dan Cina.
Zimbabwe memanfaatkan FOCAC ini agar
Cina semakin bisa terlibat dalam industri
pertanian, pertambangan, konstruksi dan
pariwisata ~ Zimbabwe.  Selain itu,
Zimbabwe juga ingin menarik pengusaha
Cina untuk masuk di industri ritel
Zimbabwe (F. Tombindo, 2016). Sejak
FOCAC

hubungan perdagangan antara Zimbabwe

dimulainya KTT pertama,
dan Cina telah meningkat sebanyak $106
miliar sampai pada tahun 2008 (Gutu,
2009). Bantuan dari Cina ini bersifat
unconditional aid untuk  mengatasi
permasalahan dan mendorong
pembangunan ekonomi di Zimbabwe
melalui  kerangka  kerja  Strategic
Partnership yang bisa menggantikan
peranan International Monetary Fund
(IMF) dan World Bank (Bank Dunia) bagi

Zimbabwe (Harrington, 2003).

Zimbabwe pun berhasil membuat
Cina untuk lebih banyak melakukan impor
dari negara Zimbabwe dibandingkan
ekspor. Pada tahun 2002, ekspor utama
Zimbabwe pada waktu itu adalah
tembakau, yang menyumbang lebih dari

90% mengalir ke negara Cina. Ekspor
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utama pada waktu itu adalah tembakau,
yang menyumbang lebih dari 90 % ekspor
ke Cina. Selain itu, Zimbabwe juga
mendapatkan sumbangan makanan dan
bantuan tunai dari Cina untuk membeli
makanan akibat melemahnya kondisi
perekonomian Zimbabwe. Zimbabwe juga
mendapat dukungan dalam pembangunan
fasilitas olahraga, rumah sakit dan sekolah,
dan investasi perusahaan-perusahaan Cina
termasuk pabrik-pabrik tekstil dan semen.
Perusahaan-perusahaan  milik  negara,
seperti China Aero-technology Import and
Export Corporation (CATIC) juga telah
melakukan perjanjian investasi dengan
perusaan Zimbabwe, ZESA Holdings,
untuk  perbaikan pembangkit listrik.
CATIC juga akan berinvestasi US $400
juta dalam penambangan Zimbabwe pada
tahun 2005. Cina telah berkontribusi pada
pengembangan  manufaktur baja  di

Zimbabwe melalui keterlibatan
keuangannya dalam perbaikan blast
furnace di Zimbabwe Iron and Steel
Company (ZISCO). Cina juga telah
memberikan pinjaman tanpa bunga dan
hibah kepada Zimbabwe untuk berbagai
proyek pembangunan infrastruktur sejak
ekonomi Zimbabwe mengalami Kkrisis
yang hebat akibat dampak dari sanksi

negara-negara Barat. (\Valy, 2008)

Dalam pemerintahan Robert Mugabe pada

saat itu, Zimbabwe kerap membeli

perlengkapan militer, seperti pesawat,
persenjataan, radar pertahanan udara, dan
peralatan medis dari Beijing, Cina. Cina
juga rutin mengirim penasehat militer ke
angkatan bersenjata Zimbabwe.
Pemerintah Zimbabwe pun mengirim
perwira untuk melakukan pelatihan di Cina
(Harrington, 2003). Penjualan persenjataan
ke Zimbabwe ini terjadi setelah adanya
sanksi  dari  negara-negara  Barat.
Pembelian senjata ini  menunjukkan
keinginan Mugabe untuk menjaga pasukan
keamanan negara agar tetap d sisinya
(Oxford Analytica, 2007). Cina
menghabiskan $100 juta untuk
membangun sebuah akademi  militer
profesional di  Zimbabwe, Harare's
National Defence College pada tahun 2012.
Perguruan tinggi tersebut dirancang untuk
memperbaiki sistem intelijen, keamanan

dan pertahanan (Chingono H. , 2013).
E. Kesimpulan

Bab terakhir  ini  bertujuan
menjelaskan rangkuman akhir dari semua
hasil penelitian dan bab-bab yang penulis
bahas sebelumnya tentang bagaimana
strategi Robert Mugabe dalam menghadapi
sanksi Barat akibat dari kebijakan Fast

Track Land Reform Programme.

Berawal dari penjelasan mengenai
sejarah awal terjadinya permasalahan
rasisme,

undang-undang  pertanahan,
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politik, dan ekonomi Zimbabwe yang
mengalami fluktuasi. Rhodesia Selatan,
nama negara  Zimbabwe  sebelum
kemerdekaan, awalnya ditemukan oleh
seorang dari British  (Inggris) yang
bernama Checil Rhodes. Rhodes merasa
sangat tertarik dengan wilayah Rhodesia
karena memiliki kekayaan alam yang
berlimpah, seperti kaya akan mineral,
bahan tambang, dan pertaniannya. Dari
sinilah awal mula masyarakat kulit putih
dari Eropa berdatangan ke wilayah
Rhodesia Selatan (Zimbabwe) untuk
mencari peruntungan, membangun tempat

tinggal, dan menguasasi tanah di sana.

Walaupun masyarakat kulit putih
merupakan kaum minoritas di Rhodesia
Selatan (Zimbabwe) pada saat itu, tetapi
mereka berhasil menguasai perpolitikan
dan tanah. Pembagian tanah pada saat itu
sangat tidak adil bagi kaum kulit hitam.
Masyarakat kulit putin mendapatkan tanah
yang luas dan subur. Sedangkan, kaum
kulit hitam mendapatkan tanah yang
sempit dan tandus. Tanah yang didapatkan
oleh kaum kulit putih berhasil diolah
menjadi pertanian yang sukses. Hasil dari
pertanian tersebut juga menjadi faktor
berkembang pesatnya ekonomi Rhodesia
Selatan (Zimbabwe) pada saat itu. Karena
warga pribumi kulit hitam tidak pandai
mengolah pertanian, mereka pun bekerja

pada pertanian milik kulit putih untuk

mendapatkan uang untuk bertahan hidup.

Adanya perasaan ditindas dan
ketidakadilan yang dirasakan kaum kulit
hitam membuat mereka melakukan aksi
protes terhadap kulit putih. Hal tersebut
merupakan bagian dari upaya untuk
menentang pemisahan  kolonial  dan
akuisisi tanah yang tercantum dalam
undang-undang pertanahan. Hal tersebut
menghasilkan penyelesaian damai pada
tahun 1979 vyang ditengahi oleh
pemerintah Inggris. Gencatan senjata yang
diadakan di Lancaster House, Inggris ini
sekalgius menjadi awal dari kemerdekaan

Rhodesia Selatan (Zimbabwe).

Setelah Robert Mugabe berkuasa di
Zimbabwe, ia  berkomitmen  untuk
melakukan pembebasan warga kulit hitam
Afrika, rekonsiliasi rasial, dan reformasi
tanah bagi rakyatnya.  Awalnya,
permasalahan reformasi tanah sudah
dilaksanakan pada tahun 1997. Namun,
program tersebut dianggap Mugabe belum
maksimal.  Dari sinilah  pencetusan
kebijakan Fast Track Land Reform
Programme dibuat pada tahun 2000.
Program reformasi tanah yang lebih
radikal ini membuat negara-negara Barat,
seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan
Australia menjatuhkan sanksi terhadap
negara Zimbabwe. Hal tersebut terjadi
karena negara-negara Barat mendapati

adanya tindakan intimidasi dan kekerasan
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dalam kebijakan Fast Track Land Reform
Programme.  Sanksi  yang  berupa
pemberhentian bantuan dana ke Zimbabwe,
embargo senjata, pembatasan perjalanan
diplomatik dan pembekuan aset para
pejabatnya, serta menarik investasi,
membuat Zimbabwe mengalami -krisis
ekonomi yang parah. Negara-negara Barat
tersebut  menargetkan  individu dan
perusahaan tertentu yang berpengaruh di
Zimbabwe. Sanksi dari Uni Eropa juga
menargetkan individu tertentu, baik di
dalam pemerintah Zimbabwe dan yang

terkait dengannya.

Melihat realitas adanya
ketidakstabilan politik, ekonomi yang
memburuk, dan dikucilkan oleh komunitas
internasional akibat dari adanya kebijakan
Fast Track Land Reform Programme,
membuat Robert Mugabe mencanangkan
strategi penerapan kebijakan Look East
pada tahun 2003 demi bertahan dari Kkrisis
ekonomi yang dihadapi Zimbabwe.
Mugabe berpaling ke negara-negara Timur,
karena didasarkan pada keyakinan, bahwa
lebih baik untuk menemukan kelompok
sekutu baru yang akan terlibat dengan
Zimbabwe tanpa khawatir tentang politik
dalam negerinya, daripada mencoba
menjilat dengan negara-negara Yyang
berusaha hanya untuk melemahkan negara
Zimbabwe. Mugabe pun merealisasikan

strategi menghadapi sanksi-sanksi Barat

dengan menerapkan kebijakan Look East
tersebut dengan melakukan kerjasama
dalam berbagai bidang dengan negara-
negara Timur, seperti Indonesia, India,

Iran, dan Cina.

Apa yang menyatukan negara-
negara ini adalah bahwa mereka cenderung
memi liki hubungan yang ambivalen atau
bermusuhan dengan negara-negara Barat.
Mugabe telah mengklaim bahwa sejarah
kolonial mereka yang serupa membuat
negara-negara ini menjadi sekutu yang
lebih baik untuk Zimbabwe daripada
negara-negara Barat. Dia juga menekankan
bahwa negara-negara Timur ini telah
makmur meskipun tanpa bantuan ekonomi
Alih-alih

dilemahkan oleh pengalaman, negara-

dan politik dari Barat.

negara Timur ini telah muncul sebagai
pesaing ekonomi yang signifikan bagi
negara-negara Barat. Strategi yang dibuat
oleh Robert Mugabe melalui kebijakan
Look East ini telah membantu Zimbabwe
tetap bertahan menghadapi lawan-

lawannya.
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